
BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan, MA dan KY

memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan diklat hakim. Kewenangan MA untuk

menyelenggarakan diklat bersumber dari kewenangan mengatur sendiri organisasi

yang diterjemahkan dalam pembentukan diklat. kewenangan pelatihan hakim oleh KY

sendiri bersumber dari kewenangan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang diturunkan ke dalam tugas

mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Kemudian tugas penyelenggaraan

peningkatan kapasitas hakim ini dituangkan ke dalam bentuk pelatihan hakim.

Penyelenggaraan diklat hakim oleh MA telah diatur dengan jelas, baik dalam

tataran peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal MA. Secara garis

besar, penyelenggaraan diklat hakim oleh MA telah sesuai dengan prinsip

internasional mengenai independensi peradilan dimana penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan hakim seyogyanya dilaksanakan di bawah kontrol yudisial sedangkan

pengaturan pelatihan hakim oleh KY dalam meningkatkan kapasitas hakim lewat

pelatihan hakim diatur dengan luas dan abstrak. Undang-undang KY tidak

memberikan penjelasan terhadap frasa “kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim”

yang menjadi dimensi utama dalam setiap pelatihan hakim yang diselenggarakan KY.

Dengan ketiadaan rumusan jelas mengenai batasan kehormatan, keluhuran martabat,

dan perilaku hakim serta tidak adanya pedoman teknis KY dalam menyelenggarakan

pelatihan hakim membuat pengaturan kewenangan tersebut tidak jelas dan tidak
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terbatas. Dari segi kelembagaan, SSR merupakan contoh baik kelembagaan

penyelenggaraan diklat hakim yang dapat dicontoh dan diadopsi oleh Indonesia.

Dalam penyelenggaraan diklat hakim, MA memiliki pedoman teknis berupa

SK KMA Nomor 140 Tahun 2008 yang mengatur hal-hal teknis penyelenggaraan

diklat hakim sedangkan KY tidak memiliki pedoman teknis KY dalam

menyelenggarakan pelatihan hakim. Ini membuat penyelenggaraan pelatihan hakim

oleh KY berdasar kebiasaan tanpa disertai parameter yang membuat penyelenggaraan

pelatihan hakim terus menjadi sulit terukur.

Penyelenggaraan diklat hakim merupakan bentuk dari pengembangan

kapasitas hakim. The Bangalore Principles of Judicial Conduct maupun Basic

Principle on the Independence of the Judiciary menyatakan bahwa aspek pelatihan

hakim menjadi salah satu pilar dalam membangun independensi peradilan. The

Bangalore Principles of Judicial Conduct menyatakan bahwa hakim harus

mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas

pribadinya guna melaksanakan tugas kehakiman dengan baik.194 Salah satu bentuk

perwujudan prinsip tersebut adalah dengan penyelenggaraan diklat hakim. Hasil

wawancara menunjukkan bahwa diklat hakim yang dilakukan oleh MA dan KY

memiliki kontribusi kepada individu peserta diklat hakim.

Implementasi penyelenggaraan diklat hakim saat ini belum cukup memenuhi

tujuan dan capaian diklat hakim itu sendiri. Implementasi penyelenggaraan diklat

hakim di MA belum memenuhi tujuan penyelenggaraan diklat hakim itu sendiri. Hal

ini disebabkan materi pengajaran bersifat “kering”, tidak disesuaikan dengan

perkembangan dan kebutuhan. Akibatnya proses penyegaran penemuan hukum itu

tidak terjadi sehingga pertimbangan hukum yang menarik, sistematis, dan logis itu

194 Id., value 6.3.
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juga sulit tercapai. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan diklat hakim oleh MA

diperlukan jenis pelatihan hakim dengan benar-benar mempertimbangkan

perkembangan hukum sebagai bahan ajar. Aspek pembaharuan terhadap bahan ajar

menjadi aspek fundamental dalam mengembangkan kompetensi hakim.Kemudian

untuk penyelenggaraan diklat hakim di KY, dalam mencapai diklat yang akan

menghasilkan kualitas hakim yang baik dan pengadilan yang adil, serta memiliki

komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam KEPPH, tidak cukup dengan

melakukan pelatihan hakim berdimensi KEPPH. Meskipun demikian penentuan studi

kasus yang merujuk pada tren laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran

KEPPH sudah menjadi langkah yang baik. Meskipun belum ada kajian evaluasi yang

memperlihatkan koneksi antara sertifikasi hakim dengan kualitas putusan, namun

implementasi kewenangan diklat hakim yang didukung dengan data wawancara

menunjukkan adanya pengembangan kapasitas bagi individu hakim dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diklat

hakim memberikan kontribusi terhadap pengembangan kapasitas hakim tapi belum

cukup mampu untuk meningkatkan kualitas putusan hakim.

4.2 Saran

Mengacu pada analisis di atas, saya merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada tataran peraturan, khususnya menyangkut kewenangan KY dalam

menyelenggarakan diklat, perlu ada penjelasan terhadap frasa “menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

mengingat penyelenggaraan tugas peningkatan kapasitas hakim dilaksanakan

merujuk pada batasan tersebut. Meskipun pelatihan KEPPH dan teknis yudisial

beririsan, tetap dibutuhkan penjelasan dan pembatasan penyelenggaraan
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pelatihan hakim apa saja yang dapat dilaksanakan oleh KY dapat menghindari

ketidakefektifan pelatihan..

2. KY memerlukan adanya suatu kebijakan internal yang berisi grand design

peningkatan kapasitas hakim karena rujukan saat ini sudah daluwarsa dan tidak

cukup layak lagi untuk tetap dijadikan pedoman. Grand design ini berisi

kebutuhan dan perencanaan jangka panjang KY dalam menyelenggarakan

diklat sehingga penyelenggaraan diklat tidak berdasarkan pada kebijakan

anggaran Bappenas semata.

3. Perlu koordinasi dan kolaborasi MA dan KY dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan monitoring dan evaluasi pelatihan agar pelatihan berjalan efektif.

4. Penyatuan atap kelembagaan diklat hakim yang berada di bawah Mahkamah

Agung dengan catatan MA tetap membuka peluang kerja sama diklat hakim

dengan kementerian/lembaga serta institusi dan organisasi lain.

5. Pada tataran implementasi, Pusdiklat Teknis Peradilan dapat melakukan kerja

sama dengan Puslitbang MA dengan membangun koneksitas dalam

melaksanakan tugas penelitian dalam pelaksanaan diklat hakim. Contoh ketika

ada permasalahan dalam eksekusi lingkungan hidup yang tidak jalan, baik

karena putusan pengadilan yang tidak berkualitas atau justru materi kurikulum

pelatihan sertifikasi hakim lingkungan yang salah, Puslitbang perlu melakukan

penelitian yang berfungsi melaksanakan perencanaan dan evaluasi diklat.
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Kapasitas Hakim Komisi Yudisial. 31 Juli 2023. Wawancara melalui audio call

WhatsApp.

Wawancara dengan Ikhsan Azhar. Pegawai Negeri Sipil pada Subbagian Peningkatan

Kapasitas Hakim pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas

Hakim Komisi Yudisial. 16 Desember 2022. Wawancara melalui audio call

Whatsapp.

Wawancara dengan Liza Farihah, S.H.. Direktur Eksekutif pada Lembaga Kajian dan

Advokasi Independensi Peradilan. 28 Juli 2023. Wawancara langsung di Kantor

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan.

Wawancara dengan Muhammad Tanziel Aziezi, S.H.. Peneliti pada Lembaga Kajian

dan Advokasi Independensi Peradilan. 10 Agustus 2023. Wawancara melalui

audio callWhatsApp.

Wawancara dengan Antonius Adityanto Nugroho, S.H.. Peneliti pada Indonesian Center

for Environmental Law. 10 Agustus 2023. Wawancara langsung di Grand Mercure

Seminyak Bali.

Website Studiecentrum Rechtspleging melalui tautan https://ssr.nl/.
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